
Menimbang: a. bahwa dalam rangl:la meningmJt~n ames don mutu pelayanan 
besehaton bagi masyaratKJI: mistan perlu pengaturan pembagian 
dona petayanan jaminan l:lesehatan masyaratKJI: don jamlnan 
persalingn di pusl:zesmas don Jaringannya yang diselenggaral:lan 
melalui program Jaminan Kesehatan MasyaratKJI: Oaml:zesmas); 

b. bahwa untu~ memperjelas melmnisme penyelenggaraan pelayanan 
tlesehatan dasar pada program Jamt.mas, perlu mengatur 
pembaglan dana Jaminan pelayanan '-ehatan masyaral:ljat don 
jaminan persalinan; 

c. bahwa berdasaman pertimbangan sebagaimana dima~ud dalam 
huruf a don huruf b, perlu menetapl:lan Peraturan Bupati Buton 
Utara tentang Pengaturan Pembagian Dana Pelayanan Jaminan 
Kesehatan Masyaraliat: dan Jaminan Persalinan di Pusl:zesmas don 
Jaringannya. 

Mengin9(Jt : t. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republil:l Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republil:l lndonesla Nomor 4286); 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republil:l Indonesia Tahun 2004 
Nomor s, Tambahan Lembaran Negara Republi~ Indonesia 
Nomor 4355); 

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentul:lan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republi~ 
Indonesia Tahun 4004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republil:l Indonesia Nomor 4389); 

BUPATI BUTON UTARA, 

PENCiATURAN PEMBAGIAN DANA PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN 
MASVARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN JARINCiANNYA 

DI KABUPATEN BUTON UTARA 

DENCiAN WAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANCi 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 
NOMOR : tQ TAHUN 2011 

BUPATI BUTON UTARA 

to 
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4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeri~aan 
Pengelolaan don Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republib Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republib Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang PraRtib Kedobteran 
(Lembaran Negara RepubliR Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republib Indonesia Nomor 4431); 

6. Undang--undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerfntahan 
Daerah (Lembaran Negara Republib Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan lembaran Negara Republib Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah terabhif dengan Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atos 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (lembaran Negara Republil:l Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republtb Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-undung Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerlntah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara RepubliR Indonesia T ahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republil:l Indonesia Nomor 3637); 

8. Undang·undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (lembaran Negara Republib Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126- Tambahan lembaran Negara Republib Indonesia 
Nomor 4456); 

9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentu.ban 
Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran 
Negara Republib Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 
Republin Indonesia Nomor 4690); 

10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(lembaran Negara Republib Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republib Indonesia Nomor 5061)-; 

11. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sabit 
(Lembaran Negara RepubliR Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara RepubliR Indonesia Nomor 5072); 

12. Peraturan Pernerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 
Kesehatan (lembaran Negara Republib Indonesia Tahun 1996 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Republin Indonesia Nomor 3637); 

13. Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provins~ don Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republitl Indonesia Tahun 2007 Nomor ez Tambahan 
lembaran Negara Republib Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangbat Daerah (Lembaran Negara Republib Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RepubRb Indonesia 
Nomor 4741); 
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Menetaptzan : PERATURAN BUPATI BLITON UT ARA TENTANQ PENQA TURAN 
PEMBAOIAN DANA PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN 
MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN 
JARINOANNYA DI KABUPATEN BLITON LITARA. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasalt 
Dalam Peraturan ini yang dimamud dengan: 
1. Kesehatan adalah m!adaan sehat, baib secara fasib, mental, spiritual maupun sosial 

yang memunghinhan setiap orang untuh hidup produi:itif secara sosial dan 
em>nomis. 

2. Sumber daya di bidang besehatan adalah segala bentul:1 dana. tenaga. perbetmlan 
a.ehatan, sedlaan farmasi dan alat besehatan serta fasilltas pelayanan besehatan 
dan tebnologi yang dimanfaattmn untub menyelenggaratmn upaya besehatan yang 
dilabutmn oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyara~ 

3. Pe~lan tlesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlutmn untub 
menyelenggaratmn upaya besehatan. 

4. Sediaan farmasi adafah obat, bahan obat, obat tradisionaL dan m>smetiba. 
s. Alat ~n adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidab 

mengandung obat yang digunaban untub mencegah. mendiagnosis, 
menyembuhtmn dan meringantmn penyablt, merawat orang sabit, memulihtmn 
besehatan pada manusia, dan/atau membentub strubtur dan memperbaibi fungsi 
tubuh. 

6. Tenaga tlesehatan adalah setiap orang yang mengabditmn diri dalam bidang 
besehatan serta memilibi pengetahuan dan/atau beterampilan melalui pendiditmn 
di bidang tlesehatan yang untut:l jenis tertentu memerlutmn bewenangan untub 
rnelat:lutmn upaya tlesehatan. 

MEMUTUSKAN: 

15. Peraturan Menterl Kesehatan Nomor 1144/Menbes/Per/Vlll/2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Ment./PerN/2011 tentang 
Pedoman Pelamanaan Program Jaminan Kesehatan Masyaramt; 

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi clan Tata 
Kerja Dinos Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atos Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinos Daerah 
Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara 
Tahun 2010 Nomor 12). 
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7. Fasilitas pelayanan besehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunaban 
untub menyelenggaraban upaya pelayanan ~n, baib promotif, preventif, 
buratif maupun rehabilitatif yang dilabuban oleh Pemerintoh, pemerintoh daerah, 
dan/atau masyarabat. 

8. Obat odolah bahan atau paduan bahan, termasub produb biologl yang digunaban 
untu~ mempengaruhl atau menyelidi~i sistem ftsiologi atau Madaan patologi 
dalam rangba penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemuUhan, 
peningbatan besehatan don bontrasepsi untub manusia. 

9. Obat tradislonal adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, 
bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenib), atau campuran dari bahan 
tersebut yang secara turun temurun telah dlgunaban untub pengobatan, dan dapat 
diterapban sesuai dengan norma yang berlabu di masyara~ 

10. Tetmologi ~ odolah segala bentub alat dan/atau metode yang ditujuban 
untufl membantu menegaflflan diagnosa, pencegahan, don penanganan 
permasalahan besehatan IT)Qnusia. 

11. Upaya besehatan adalah setiap begiatan don/atau serangbaian 1:N!giatan yang 
dilabul:lan secara terpadu, terintregasi don berbeslnambungan untub memelihara 
dan meningl:KJtban derajat besehatan masyarala: dolam bentub pencegahan 
penyabit, pen;ngm,mn '*9hatan, pengobatan penyabit, dan pemuJJhan besehatan 
oleh pemerlntah dan/atau masyarala:. 

12 Pelayanan besehatan promotlf adalah suatu m!giatan dan/atau serangbaian 
begiatan pelayanan l:lesehatan yang lebih mengutamaban t.gtatan yang bersifat 
promosi besehatan. 

13. Pelayanan flesehatan preventif adalah suatu flegiatan pencegahan terhadap suatu 
masalah flesehatan/penyabit. 

14. Pelayanan flesehatan buratif adalah suatu l?egiatan don/at.au serangbaian 
~egiatan pengobatan yang ditujutffln untub penyembuhan penyablt, pengurangan 
penderitoan abibat penyabit, pengendarran penyabit, atau pengendalian 9*:acatan 
agar bualitas penderita dapat terjago seoptimal mungflin. 

15. Pelayanan besehaton rehabllitatif adalah begiatan don/atau serangboion begiaton 
untub mengembaliban betlas penderito tle dolam rnasyarabat sehlngga dapat 
berfungsi lagi sebagoi anggota masyarabat yang berguna untub dirinya don 
rnasyaralmt semabslmal mungbin sesuai dengan lanampuannya. 

16. Pelayanan besehatan tradisionaJ adalah pengobaton don/atau perawatan dengan 
cora don obat yang mengacu pado pengolarnan don beterampllon turun temurun 
secara emplris yang dapat dipertanggungjawabtlan don diteraplqan sesuai dengan 
norma yang berlabu di masyarabat. 

17. Pemerintah Pusat, selanJutnya dlsebut Pemerintah adalah Presiden Republib 
Indonesia yang memegang ~ Pemerintah Negara Republib Indonesia 
sebagalmano dimabsud dalam Undong .. Undang Dasar Negara Republlb Indonesia 
Tahun 1945. 

18. Pemerlntah daerah adalah gubemur, bupati, atau wali~a clan peranghat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
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Uraian Jasa Sarana Jaso Pelayanan Jumlah 
(Rp) (Rp) (Rp) 

PoliUmum 500.- S.000.- 5500.- 

L Tarlf rawat Jalan 

BABII 
ASAS DAN TUJUAN 

Pasal2 
Pembangunan besehatan diselenggaraban dengan berasaman peribemanusiaan, 
mHimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hab dan l:lewajiban, 
beadilan, gender dan nondisbriminatif dan norma-norma agama. 

Pasala 
Pembangunan besehatan bertujuan untub meningbat:ban besadaran, bemauan, dan 
tlemampuan hidup sehat bagi setlap orang agar terwujud derajat besehatan 
masyaralmt yang setinggi-tlngginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya 
manusia yang produbtif secara sosial don ebonomis. 

BAB Ill 
PENDANAAN 

Pasal 4 
Dana jaminan Kesehatan Masyaralmt clan dona Jaminan Peoolinan menjadl satu 
~uan yang disalurban langsung oleh pemerintah melalui rebening bhusus 
JAMKESMAS don JAMPERSAL Oinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara dalam bentub 
giro Banb pada BRI unit Eret., dapat dimanfaattlan untub pelayanan besehatan dasar 
di Pus~mas dan Jarlngannya serta pelayanan persalinan bagi seluruh ibu hamil, ibu 
bersahn dan ibu nifas berdasarf:tan petunjuh tebnk Jamlnan persallnan tahun 2011 dan 
pedoman pefabsanaan JAMKESMAS Tahun 2011. 

Pasals 
Pusbesmas melabuban pengajuan blaim jasa atas pelayanan t..ehatan dasar bagi 
peserta JAMKESMAS dan pefayanan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nlfas di Pusbesmas 
dan jaringannya ~ tim pengelola Jambesmas Dinos Kesehatan Kabupaten Buton 
Utaro berdasaman besaran tarif dan petunjub telmis JAMPERSAL Tahun 20n. 

BABIV 
BESARNYA TARIF 

Pasal6 
Besarya Tarif Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyara~ don Jaminan Persalinan di 
Pus~mas dan Jaringannya ditetapban sebagai berlbut : 

19. Menteri adalah menteri yang lingbup tugas dan tanggung jawabnya di bidang 
besehatan. 
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--- 
Uroian Jaso Sarona Jaso Pelayanan Jumlah 

(Rp) (Ro) (Rp) 
Perawatan luJm 1.000.- 9.000.- 10.000.- 
Pemasangan infus 1.000.- 9.000.- 10.000.- 
Kateterrisasl 1.000.- 9.000.- 10.000.- 
Sunti~ 500.- 5.000.- 5.500.- 
Beda minor 15.000.- 135.000.- 150.000.- 
Tindlb telinga 1.500.- 13.500.- 15.000.- 
Sirtrumsisi 15.000.- 135.000.- 150.000.- 
Pemasangan IUD/lmt:>lan 7.500.- 67.500.- 75.000.- 
Pencabutan IUD s.ooo.- 45.000.- 50.000.- 
Pencabutcm \mp\an 5.000.- 45.000.- so.ooo.- 
Pemerlllsaan Penunlana Dlanostlllz 
- Darah rutin 2.000.- 18.000.- 20.000.- 
- Kehamllan 2.000.- 18.000.- 20.000.- 
- Tinia 2.000.- 18.000.- 20.000.- 
- Daha~ 2.000.- 18.000.- 20.000.- 
- Fllaria 2.000.- 18.000.- 20.000.- 
- Malaria 2.000.- 18.000.- 20.000.- 
Cabutglal: 
- Gigi susu 1.000.- 9.000.- 10.000.- 
- Gigi permanen 2.000.- 18.000.- 20.000.- 
Jahlt lulla 
- 1-s Jahitan 2.000.- 18.000.- 20.000.- - - 6-10 Jahltan 5.000.- 45.000.- 50;000.- 

-··- - - 11 - 25 Jahltan 10.000.- 90.000,- 100.000.- 
- 26 l:leatas 15.000.- 135.000.- 150.000.- 

4. Tarlf Pelayanan Tindaban 

Uraian Jaso Sarona Jaso Pelayanan Jumlah 
CRt>) CRt>) (Rp) 

Persalinan Normal 35.000.- 315.000.- 350.000.- 
Persallnan dengan penyullt 50.000.- 450.000.- 500.000.- 
ANC I bunjungan 2.000.- 8.000.- 10.000.- 
PNC I bunjungan 2.000.- 8.000.- 10.000.- 

a. Tarif Kebldanan clan Kandungan 

Uraian Jaso Sarona Jaso Pelayanan Jumlah 
(Ro) (Rp) (Rp) 

PoliUmum 5.000.- 50.000.- 55.000.- 

2a Tarlf Rawat lnap 
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BAB V 
PEMANFAATAN DANA DI PUSKESMAS 

Pasal 7 
(1) Dana JAMKESMAS dan JAMPERSAL untub pelayanan Kesehatan Dasar merupaban 

dona yang dlsediaban untub memblayal pelayanan besehatan peserta JAMKESMAS 
dan JAMPERSAL baib dalam maupun luar gedung. 

(2) Dana JAMKESMAS dan JAMPERSAL terintegrasi clan merupaban dona belanja 
bantuan sosial yang diperuntulmn untub pelayanan besehatan peserta J.AMKESMAS 
dan pelayanan persolinan bagi seluruh ibu hamil/bersalin yang membutuHl:lan. 

(3) Dana JAMKESMAS clan JAMPERSAL merupaban belanja bantuan sosial yang 
bersumber dart dona APBN yang dimamudl:mn untutl mendorong pencapaian 
program serta peningRatan bualitas pelayanan besehatan masyarabat. 

Pasal 8 
Pemanfaatan dona JAMKESM.AS clan JAMPERSAL di Pusbesmas dan jaringamya 
digunaban untutl : 
1. Membayar pelayanan rawat Jalan tingtlat pertama, pelayanan rawat inap tingbat 

pertama, pelayanan spesialistib dan penggantian transportasl ruJuban pelayanan 
tlesehatan dasar peserta JAMKESMAS. 

2. Penggantian transportasi yang ada seba90imana dimahsud point 1 adalah berupa 
penggantian bahan balMJr untub rujulmn dengan menggunalmn fasilitas yang ada. 

3. Khusus untub trasportasi untub rujuban basus persalinan risilffl tinggi bagi peserta 
JAMPERSAL diblayai dari dona Bantuan Operasional Kesehatan (801(). 

BAB VI 
KLAIM TERHADAP JASA PELAYANAN 

Pasal 9 
Klaim atas jasa pelayancm besehatan clan persalinan sebagaimana dimaRSud pada 
pasal 6 sepenuhnya menjadi pendapatan I penerimaan Pus~mas yang masih bersifat 
bruto, yang selanjutnya diatur dan ditetapban pembagiannya sebagai beribut : 
1. 90% (Sembilan puluh persen) untub jasa pelayanan Kesehatan bagi petugas 

Pusbesmas dan Jaringannya. 
2. 10% (Sepuluh persen) untub jasa Sarona Pelayanan Kesehatan. 

Pasal 10 
Mebanisrne penerimaan clan pembayaran blaim dlatur sebagai beribut : 
1. 90% (sembnan puluh persen) darl penerimaan blaim dona JAMKESMAS dan dona 

JAMPERSAL diterima oleh bendahara pusbesmas dan/atau dapat digunaban 
langsung untub jasa bagl petugas yang rnemberi pelayanan besehatan. 

2. 10% (sepuluh persen) dari penerimaan dona ~laim JAMKESMAS clan JAMPERSAL 
di gunal:mn untu~ jasa sarana dan selanjutnya di setor be rebening bas 
Daerah sebagal dona Retribusi Pelayanan Kesehatan melalui Bendahara 
Penerimaan Dinos Kesehatan Kabupaten Buton Utara. 

Pasal ft 
(1) Kepala Dinos Kesehatan Kabupaten Buton Utara mefaporiffln bersanya Jumlah 

blaim JAMKESMAS dan JAMPERSAL sebagai pendapatan bruto dan netto. 
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SERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2011 NOMOR 

(2) Laporan Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimamud pada ayat (1) 
disampail:mn setiap bulannya ~pada Kas Daerah untul:l dicatat. 

Pasal 12 
Peraturan Bupati lni mulai berla~u seja~ tanggal diundangl:mn. 
Agar setlap orang mengetahuinya. memerintahl:lan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan menempattfflnnya dalam Serita Daerah Kabupaten Buton Utara. 


